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BAB II 

TEORI PERKAWINAN   

DAN MASL{AH{AH  MURSALAH  DALAM HUKUM ISLAM  

 

A. Teori Perkawinan dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Perkawinan 

Pernikahan adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta 

membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan 

perempuan, dimana antara keduanya bukan muhrim atau lebih tegasnya, 

pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan 

yang menjadi sebab sahnya setatus sebagai suami isteri dan dihalalkannya 

hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih 

sayang, kebajikan dan saling menyantuni.
1
 

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

BAB I pasal 1 disebutkan bahwa ‚perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa‛.
2
 Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah 

karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya 

                                                           
1
 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam,(Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), 188. 

2KitabUndang-undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: 

Grahamedia Press, 2013), 423. 
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adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini dinyatakan bahwa 

perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian 

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani tetapi juga 

memiliki unsur batin / rohani.
3
 

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dalam pasal 2 

mengenai perkawinan bahwa, ‚Perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mi<<<tha<qan gholi<zah untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah‛. kemudian 

dijelaskan lebih rinci lagi dalam pasal selanjutnya yakni pasal 3 bahwa, 

‚perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan ramah‛.
4
 

Secara sederhana, akad terjadi jika dua orang yang mempunyai 

kemauan atau kesanggupan yang sama dalam suatu ketentuan dan dinyatakan 

dengan kata-kata, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut 

dengan perikatan yang dalam bahasa fikih disebut dengan akad.
5
 Sebagai 

bentuk perikatan, sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua pihak 

yang berakad, dan konsekwensinya adalah adanya kewajiban dan hak yang 

harus mereka jalankan. Oleh karena suatu perikatan perkawinan hanya sah 

apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, yang mana dalam 

                                                           
3
Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.  
4
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:Tim Permata Press), 2.  

5
Ahmad Kuzari, Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 1. 
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Islam sahnya suatu perkawinan apabila telah terpenuhinya syarat dan 

rukunnya.
6
 

Dalam perkawinan terdapat asas perkawinan yang dijelaskan dalam  

undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang disimpulkan pada enam bagian: 

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan 

kepercayaan masing-masing. 

3. Asas monogami. 

4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya. 

5. Mempersulit terjadinya perceraian. 

6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.
7
 

 

2. Syarat dan Rukun Perkawinan 

Syarat dan rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama 

yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi 

hukum. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak masuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu. Menurut agama Islam, calon pengantin laki-laki 

                                                           
6
Periksa pasal 2 ayat (1) Unddang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan lihat pula Bab IV KHI tentang 

Rukun dan Syarat Perkawinan. 
7
 Titik Triwulan Titik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2008),  

112. 
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atau perempuan itu harus beragama Islam.
8
 Rukun, yaitu sesuatu yang 

mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), 

dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, misalnya 

takbiratul ihram untuk sholat Atau adanya calon pengantin laki-laki atau 

perempuan dalam perkawinan sholat.
9
 Kedua kata tersebut mengandung 

arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus 

diadakan. Artinya, perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau 

tidak lengkap.
10

 

Dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat 

terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat 

subtansial, perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena 

perbedaan dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat 

dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan 

adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan 

kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad 

perkawinan, dan mahar atau mas kawin.
11

 

Dalam hal ini, antara hukum Islam, KHI dan Undang-Undang 

Perkawinan secara umum mengenai syarat dan rukunnya perkawinan 

hampir sama, dalam hal ini akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: 

a) Syarat-Syarat Perkawinan 

                                                           
8
 H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 

12. 
9
 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9. 

10
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 59. 

11
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, 2006),59. 
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Menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 

tidak mengenal adanya rukun perkawinan, akan tetapi undang-undang 

perkawinan No. 1 Tahun 1974 hanya memuat hal-hal yang berkenaan 

dengan syarat-syarat perkawinan yang dimuat dalam Bab II pasal 6 

dan 7 yang ternyata melihat persyaratan perkawinan itu hanya 

menyangkut persetujuan calon dan batasan umur serta tidak adanya 

halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. 

Persetujuan kedua calon meniscayakan perkawinan itu tidak didasari 

oleh paksaan. Syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya 

emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan bebas 

menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dengan maslahat 

sebagai suaminya. Jadi disini tidak ada paksaan, terlebih lagi pada 

masyarakat yang telah maju.
12

 

Berbeda dengan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 

1974 yang hanya membahas tentang syarat perkawinan saja, dalam 

Kompilasi Hukum Islam lebih dijelaskan masalah syarat dan rukun 

perkawinan, hal ini dimuat dalam pasal 14 yang berbunyi: 

Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 
a. Calon suami; 
b. Calon istri; 
c. Wali nikah; 
d. Dua orang saksi dan ijab dan qabul.13 

 
b) Rukun Perkawinan 

                                                           
12

Yahya Harahap, Hukum Perkawin Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975)  35. 
13

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:Tim Permata Press), 5.  
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Dari beberapa syarat perkawinan diatas, terdapat rukun yang 

harus diperhatikan juga dalam sebuah perkawinan, rukun perkawinan 

terdiri dari 3, diantaranya yakni:
14

 

1) Ijab Qabul 

Perkawinan diawali dengan adanya ijab qabul. Ijab adalah 

pernyataan dari calon pengatin perempuan yang diwakili oleh wali, 

sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon 

pengantin laki-laki.  

Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-

kitab fiqih akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang 

bersifat keperdataan, ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat 

yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang 

saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu 

berlangsunya akad perkawinan tetapi juga disaksikan oleh Allah 

SWT.
15

 

Dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 29 undang-undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: 

Pasal 29 : (1) Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon 
mempelai pria secara pribadi. 

(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat 
diwakilkan kepada pria lain selain dengan 
ketentuan calon mempelai pria memberi 
kekuasaan yang tegas secara tertulis bahwa 
penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah 
untuk mempelai pria. 

                                                           
14

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 48. 
15

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2006), 62. 



digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id

28 
 

 

(3)  Dalam hal calon mempelai wanita atau wali 
keberatan calon mempelai pria diwakili, maka 
akad nikah tidak boleh dilansungkan. 

 

2) Wali 

Adapun yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah 

seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak 

terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak 

terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu 

memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya, yang memungkinkan 

dia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam bertindak atas 

harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah 

seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam 

suatu akad nikah.
16

 

Wali menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah 

akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada 

pegawai pencatat nikah atau orang lain yang menurut pegawai 

pencatat nikah dianggap memenuhi syarat. 

1) Akad nikah dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah 

yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri dan dihadiri oleh 

dua orang saksi. 

2) Apabila akad nikah dilaksanakan di luar ketentuan di atas, 

maka kedua calon pengantin atau walinya harus 

memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah yang 

                                                           
16

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam..., 69. 
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mewilayahi tempat tinggal calon isteri (Pasal 23 PMA Nomor 3 

tahun 1975).
17

 

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam ini dalam bagian 

ketiga dijelaskan masalah wali nikah yang berbunyi: 

Pasal 19: ‚wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang 
harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang 
berindak untuk menikahkannya‛. 

Pasal 20 : (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang 
laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam 
yakni muslim, aqil dan baligh. 

(2) wali nikah terdiri dari: 
a. wali nasab; 
b. wali hakim. 

 
 

3) Dua Orang Saksi 

Para ahli fiqih sepakat bahwa pelaksa aqad nikah harus 

dihadiri oleh saksi-saksi. Karena kehadiran saksi-saksi itu 

merupakan rukun atau hakekat dari perkawinan itu sendiri. Imam 

Syafi’I berpendapat bahwah perkawinan itu harus ada saksi, beliau 

mendasarkan diri pada hadits Nabi Yang artinya ‚Tidak sah nikah 

kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil‛ (H.R. Ahmad 

bin Hambal). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi dalam 

akad nikah adalah merupakan rukun akad nikah, bliau 

mengqiaskan persaksian dalam akad-nikah pada persaksian dalam 

akad mu’amalat, kesaksian merupakan rukun dari aqad mu’amalat, 

                                                           
17

 Saleh Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 99. 
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menurut beliau akad nikah lebih utama dari aqad muamalat, oleh 

karena itu adanya saksi dalam akad nikah tentu lebih utama.
18

  

Tidak hanya dalam hukum islam saja yang menjelaskan 

tentang saksi dalam sebuah perkawinan, dalam pembahasa saksi 

nikah, Kompilasi Hukum Islam juga masih senada dengan apa 

yang berkembang dalam fiqih. Pada bagian keempat Kompilasi 

Hukum Islam yang berbunyi: 

pasal 24 : (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun 
pelaksanaan akad nikah. 

(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua 
orang      saksi.  

Pasal 25 : Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah 
ialah seorang laki-laki muslim, adil, baligh, tidak 
terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. 

Pasal 26 : Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad 
nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu 
dan ditempat akad nikah dilangsungkan. 

Pasal 27 : Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria 
harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. 

Pasal 28 : Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali 
nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan 
kepada orang lain.19 

 

3. Pencatatan Perkawinan 

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak 

saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai suatu yang penting, 

tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan itu 

                                                           
18

 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 

1999), 50. 
19

Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam..., 75. 
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dilaksanakan. Dalam undang-undang perkawinan tersebut dijelaskan 

dalam pasal 2 yang berbunyi: 

Pasal 2: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. 

 (2) tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.20

 

 
Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasannya perkawinan dianggap sah 

apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-

masing. Maksud dari hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak 

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. 

Dalam hal ini bahwa suatu perkawinan yang dilaksananakan 

bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut 

Undang-Undang perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai 

akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Sehingga dari pasal 2 ayat (1) 

dapat disimpulkan bahwa bagi warganegara Indonesia yang beragama 

Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus 

memenui ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur 

dalam hukum perkawinan Islam, demikian juga bagi mereka yang 

beragama Nasrani Hindu, dan Budha, hukum merekalah yang menjadi 

dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan. 

                                                           
20

KitabUndang-undang Hukum Perdata  No.mor 1 Tahun 1974…, 423. 
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Di samping ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), bahwa sahnya 

perkawinan adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-

masing, maka menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan ini 

ditentukan juga bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan 

sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam 

kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan 

dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam 

daftar pencatatan. 

Dengan hal ini tujuan pencatatan perkawinan untuk menjadikan 

peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan 

maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang 

bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus 

disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan 

bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan 

dengan surat bukti itu dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan 

yang lain.
21

 

Pasal tersebut merupakan satu-satunya ayat yang mengatur 

tentang pencatat perkawinan yang secara rinci dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: 

                                                           
21

 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Thn 1974), 

(Yogyakarta:Liberty, 2007), 67. 
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Pasal 2: (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agama Islam dilaksanakan oleh 
pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, 
dan Rujuk. 

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaanya itu 
selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat 
perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud 
dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan 
perkawinan. 

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus 
berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan 
berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan 
perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 
sampai pasal 9 peraturan pemerintah ini. 

Pasal 3: (1) Setiap yang akan melangsungkan perkawinan 
memberitahukan kehendaknya kepada Pegawa Pencatat di 
tempat perkawinan akan dilangsungkan. 

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan 
sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan 
dilangsungkan. 

(3) pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 
disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh 
camat (atas nama) Bupati Kepa Daerah.22 

 

Dengan adanya ketentuan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 

1975 tersebut, maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua 

instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk, dan Kantor 

Catatan Sipil atau instansi / pejabat yang membantunya. Dengan 

demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan 

perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

tersebut dari pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, 

sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara 

                                                           
22

KitabUndang-undang Hukum Perdata  No.mor 1 Tahun 1974…, 446. 
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pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan 

pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini.
23

 

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 

tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan mengatur tentang tata laksana melaksanakan 

perkawinan dan pencatatan perkawinan, hal ini sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1954.
24

 

Tidak hanya dalam  UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 

1975, dalam KHI pun juga memuat masalah pencatatan perkawinan yang 

berbunyi: 

Pasal 5: (1) Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat islam setiap 
perkawinan harus dicatat. 

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan 
oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur 
dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-
Undang No. 32 Tahun 1954. 

Pasal 6: (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan 
harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan 
Pegawai Pencatat Nikah. 

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai 
pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.25 

 

Dalam pasal 5 ayat (1) di atas disebutkan bahwa perkawinan 

harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari Penjelasan Umum angka 

4 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

sebagaimana dikutip di atas. Akan tetapi kata harus dicatat dalam 

                                                           
23

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), 18. 
24

Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), 217. 
25

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:Tim Permata Press), 3.  
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penjelasan catatan perkawinan sepadan dengan ketentuan sahnya 

perkawinan yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) ‚Perkawinan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaan itu‛. Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada 

perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya 

itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bagi orang Islam 

tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya 

sendiri, demikian juga dengan orang Kristen dan bagi orang Hindu atau 

Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.
26

 Oleh karena itu, istilah 

‚harus dicatat‛ dalam pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk 

menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.
27

 

 

4. Putusnya Perkawinan 

walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah 

bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab 

tertentu yang mengakibatkan perkawinanan tidak dapat diteruskan, jadi 

harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, 

atau dengan kata lain terjadi perceraian antar suami istri. 

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut dengan Talak. Talak 

menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang 

                                                           
26

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), 10. 
27

Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), 219. 
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dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian 

yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah 

seorang dari suami atau istri. 

Perceraian itu dilakukan untuk menghindari perpecahan keluarga 

yang makin meluas maka agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai 

jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam 

membina rumahtangganya. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian, 

tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari 

suatu perkawinan, dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat 

yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan dan halal akan 

tetapi hal yang paling dibenci oleh Allah.
28

 

Walaupun talak itu karena sesudah illahnya menjadi halal tetapi 

dipandang dari segi kehidupan Islam talak itu sangat tidak disenangi oleh 

Tuhan dan Rosul-Nya, sebab itu talak merupakan taraf terakhir dalam 

penyelesaian ketidakserasian dalam rumahtangga seorang muslim.
29

 

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak terjadi bila suami yang 

ingin menceraikan istrinya itu mengucapkan ucapan tertentu yang 

menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya, oleh karena 

itu, kalau suami hanya sekedar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum 

mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi talak.
30

 

a) Syarat-Syarat Shighat Talak  

                                                           
28

 Somiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 

1999), 104. 
29

 Mohd. Idris Romulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 102. 
30

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam..., 208. 
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Shighat talak ialah perkataan atau ucapan yang diucapkan 

oleh suami atau wakilnya diwaktu ia menjatuhkan talak pada istrinya. 

Shighat talak ini ada yang diucapkan langsung dan dengan perkataan 

yang jelas dan ada yang diucapkan secara sindiran (kinayah). 

Kemudian talak itu bisa dikatakan sah apabila ucapan suami itu 

disertai niat menjatuhkan talak, kemudian suami mengatakan kepada 

hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak kepada 

istrinya dan apabila ucapan itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan 

talak kepada istrinya maka shighat talak yang demikian tadi tidak sah 

hukumnya.
31

 

b) Macam-Macam Talak 

1) Talak Raj’i 

Talak raj’I adalah talak satu atau talak dua yang 

suaminya boleh merujuk istrinya pada waktu iddah. Artinya 

kembali sebagai suami istri dengan tidak melalui proses 

perkawinan lagi tetapi dengan cara yang sederhana.  

2) Talak Bai’in 

a. Talak Ba’in Kecil 

Talak satu atau talak dua yang disertai ‘iwald dari 

pihak istri, pada talak ini, suami tidak boleh merujuk 

kembali istrinya dalam masa iddah, tetapi keduanya dapat 

berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis 

                                                           
31

 Ibid, 108. 
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tenggang waktu ‘iddah dengan jalan melalui proses 

perkawinan kembali. 

b. Talak Ba’in Besar 

Talak yang ketiga dari talak-talak yang telah 

dijatuhkan oleh suami, talak ini mengakibatkan si suami 

tidak boleh merujuk atau mengawini kembali istrinya baik 

dalam masa ‘iddah maupun sesudah masa ‘iddah habis. Si 

suami boleh mengawini istrinya kembali apabila telah 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Istri telah kawin dengan laki-laki lain. 

b) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru. 

c) Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru. 

d) Istri habis masa ‘iddahnya. 

Tidak hanya dalam hukum Islam yang menjelaskan tentang 

putusnya perkawinan, di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 

Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa putusnya hubungan perkawinan 

dijelaskan dalam pasal 38: 

Pasal 38: Perkawinan dapat putus karena: 
a. Kematian salah satu pihak 
b. Perceraian 
c. Putusan pengadilan 

Pasal 39: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan 
berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua 
belah pihak. 

(2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, 
bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun 
sebagai suami istri. 
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(3) tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur 
dalam peraturan perundnag-undangan tersendiri. 

 

Sehungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus 

dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku 

juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya 

hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan 

di depan sidang pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak 

mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah 

sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. 

Menurut KHI putusnya perkawinan sama halnya yang di 

jelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, kemudian di dalam KHI 

juga menjelaskan tentang kapan talak itu terjadi, yakni dijelaskan 

dalam beberapa pasal sebagai berikut: 

Pasal 115: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut 
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 
pihak. 

Pasal 117: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan 
Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya 
perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 129, 130, 131. 

Pasal 118: Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami 
berhak rujuk selama istri dalam masa ‘iddah. 

Pasal 119: (1) talak Ba’in shugraa adalah talak yang tidak boleh 
dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas 
suaminya meskipun dalam ‘iddah. 

  (2) Talak Ba’in Shugraa sebagaimana tersebut pada ayat 
(1) adalah: 

a) Talak yang terjadi qabla al dukhul; 
b) Talak dengan tebusan atahu khuluk; 
c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. 
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Pasal 123:  perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu 
dinyatakan di depan sidang pengadilan. 

   

5. ‘Iddah  

‘Iddah mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk 

melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, 

baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui 

keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suaminya, sehingga pada masa 

iddah ini si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan 

laki-laki lain. 
32

 Para ulama mendefinisikan ‘iddah sebagai nama waktu 

untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan 

oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.
33

 

Yang menjalani ‘iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai 

dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai 

dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil 

atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa ‘iddah itu. 

Kewajiban menjalani masa ‘iddah dapat dilihat dari ayat Al-qur’an surat 

Al-Baqarah 228: 

                  

                

                                                           
32

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II, (Jakarta: Ickhtiar Baru Van Hoeve, 

1996), 637. 
33

 Abd Al-Rahman Al-jazari, Al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah, (Beirut:Dar Al-fikr, 1986). 
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Artinya: ‚perempuan-perempuan yang dithalaq oleh suaminya hendaklah 

menunggu masa selama tiga kali quru’. Tidak halal perempuan itu 

menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya‛.   

 

Seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya, dilarang 

melakukan perkawinan dengan laki-laki lain selama masa yang ditentukan 

oleh syari’at. Dengan tujuan untuk memberikan kesempatan untuk suami 

atau istri untuk berfikir, apakah perkawinan tersebut masih dapat 

dilanjutkan dengan cara ruju’ (kembali), jika perceraian itu terjadi pada 

talak raj’i (talak satu dan dua), atau perceraian itu lebih baik bagi 

keduanya.
34

 Yang artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah 

menahan diri (menunggu) tiga kali (Quru’), hal ini dijelaskan dalam (QS. 

Al-Baqarah: 228). 

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 hanya 

pasal 11 satu-satunya pasal yang bicara tentang waktu tunggu. 

Pasal 11 : (1) bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku 
jangka waktu tunggu. 

(2) tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) 
akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. 

 

Kemudian masalah waktu tunggu dijelaskan lagi dalam Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39 yang berbunyi: 

                                                           
34

 Ahmad Al-ghundur, al-Thalaq fi al-syari’at al-islamiyah wa al-qanun, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 

1967), 291. 
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Pasal 39 : (1) waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam 
pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai 
berikut: 
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu 

tunggu dditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; 
b. Apabila perkawinan putus akibat perceraian, waktu 

tunggu yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) 
kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan 
puluh) hari; 

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam 
keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai 
melahirkan. 

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan 
karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan 
bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin; 

(3) bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang 
waaktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan 
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan 
bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang 
waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.35 

 

Tidak hanya dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 

1975 saja yang mengatur tentang masalah ‘iddah / waktu tunggu, dalam 

KHI pun juga dijelaskan masalah hal tersut yang diatur dalam pasal 153 

yang berbunyi: 

Pasal 153 : (1) bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku 
waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al dhukul dan 
perkawinannya putus bukan karena kematian suami.  

(2) waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai 
berikut: 

a. apabila perkawinan putus karena kematian 
walaupun qabla al dhukul, waktu tunggu ditetapkan 
130 (Seratus Tiga Puluh) hari; 

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu 
tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (Tiga) 
kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan 
Puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 
(Sembilan Puluh) hari;  

                                                           
35

KitabUndang-undang Hukum Perdata  No.mor 1 Tahun 1974…, 455. 
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c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang 
janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu 
ditetapkan sampai melahirkan; 

d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang 
janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu 
ditetapkan sampai melahirkan. 

(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan 
karenan perceraian sedang antara janda tersebut dengan 
bekas suaminya qabla al dhukul;  

(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang 
waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan 
Pengadilan Agama yang mempuyai kekuatan hukum 
tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena 
kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak 
kematian suami; 

(5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada 
waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, 
maka iddahnya tiga kali waktu suci; 

(6) Dalam hal keadaan dalam ayat (5) bukan karena 
menyusui, maka iddah selama satu tahun akan tetap 
dalam waktu satu tahun, akan tetapi dalam waktu satu 
tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya 
menjadi tiga kali waktu suci. 

 

a. Tujuan adanya ‘iddah 

1) Untuk mengetahui bersihnya Rahim perempuan tersebut dari bibit 

yang ditinggalkan mantan suaminya. 

2) Untuk taabud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari 

Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi.  

b. Hikmah ‘iddah sebagai berikut: 

1) Memberikan cukup kesempatan bagi kedua suami istri untuk 

memikirkan kembali dengan tenang dan bijaksana setelah 

meredahnya amarah tentangan hubungan antara mereka berdua, 

lalu melakukan rujuk (tanpa akad nikah dan mahar baru) sekiranya 
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menyadari bahwa yang demikian itu lbh baik bagi mereka maupun 

anak-anak mereka. 

2) Demi menghargai urusan pernikahan sebagai sesuatu yang agung 

dan sakral, yang tidak berlangsung kecuali dengan berkumpulnya 

para saksi dan tidak terputus sepenuhnya kecuali setelah masa 

penantian cukup lama. 

3) Untuk mengetahui secara pasti bahwa perempuan itu tidak sedang 

hamil dari mantan suaminya, sehingga nasab anaknya kelak 

menjadi jelas dan tidak bercampuraduk dengan suaminya yang 

baru seandainya segera ia menikah kembali sebelum diketahui 

kehamilannya.
36

 

 

6. Wanita yang Haram untuk dinikah 

Wanita merupakan rukun dari perkawinan, walaupun pada 

dasarnya tiap laki-laki islam boleh kawin dengan wanita mana saja, 

namun demikian juga diberikan pembatasan yang bersifat 

larangansementara maupun larangan seterusnya.  

a. Haram dinikah untuk sementara waktu (Tahrim Mu’aqqat) 

Yang dimaksud dengan haram sementara waktu ialah 

larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu 

                                                           
36

 Muahammad Baqir Al-Habsyi, Fikih Praktis Menurut Al-Qur’an dan Hadis, (Bandung: Mizan, 

2002), 221-222. 
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saja, karena adanya sebab yang mengharamkan, apabila sebab itu 

hilang maka perkawinan boleh dilaksanakan.
37

 

Wanita yang haram dinikah untuk sementara waktu adalah 

sebagai berikut:
38

 

1) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki 

dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu 

dalam waktu bersaman. Hal ini dijelaskan dalam An-Nisa’ 23: 

                      

 

Artinya:… (dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara… 

 

2) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram 

dinikah oleh seorang laki-laki. 

3) Wanita yang sedang dalam ‘iddah, baik ‘iddah cerai maupun 

‘iddah ditinggal mati, hal ini disebutkan dalam Al-Baqarah 228. 

4) Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas 

suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain telah 

berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan 

telah habis masa ‘iddahnya. Hal ini disebutkan dalam surat Al-

Baqarah 229-230. 

5) Wanita yang sedang melakukan ihram haji, tidak boleh dikawini. 

                                                           
37

 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 

1999), 35. 
38

 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), 112-114. 
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6) Wanita musyrik, haram dinikah. Yang dimaksud wanita musyrik 

ialah yang menyembah selain allah, hal ini disebutkan dalam surat 

Al-Baqarah 24. Yang artinya: jika kamu tidak mampu 

membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu 

akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang 

disediakan bagi orang-orang kafi.  

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, larangan yang 

bersifat sementara / mu’aqqat seperti yang termuat pada pasal 40 

KHI dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang 

pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. 

Pasal 40: a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu 
perkawinan dengan pria lain. 

b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa ‘iddah 
dengan pria lain. 

c. Seorang wanita tidak beragama Islam. 
 

b. Haram dinikah Selama-lamanya (Tahrim Muabbad) 

Larangan untuk selamanya itu karena berlainan agama, 

hubungan darah, hubungan susuan dan hubungan semenda. Dalam hal 

ini mengenai berlainan agama dijelaskan dalam Al-qur’an surat Al-

Baqarah ayat 221 yang memberi ketentuan sebagai berikut: 

1) Jangan kamu kawini perempuan musyrik hingga ia beriman. 

2) Jangan kamu kawinkan laki-laki musyrik hingga dia beriman. 

3) Orang musyrik itu membawa kepada nereka sedangkan tuhan 

membawa kamu kepada kebaikan dan keampunan. 
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Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 8 

dijelaskan bahwa: 

Pasal 8: Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 
a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah 

ataupun ke atas. 
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 
antara seorang dengan saudara neneknya. 

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu 
bapak/ibu tiri. 

d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 
saudara susuan dan bibi / paman susuan. 

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 
kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari 
seorang. 

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 
yang berlaku dilarang kawin. 

Pasal 9: Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain 
tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut 
pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini. 

 

Pasal 9 diatas menjelaskan larangan bagi seorang pria dan juga 

wanita untuk melakukan poligami, kecuali ada ketentuan lain yang 

membolehkan seorang pria untuk menikah lagi. Artinya Undang-

Undang Perkawinan maju selangkah dengan poligami sebagai salah 

satu larangan kawin. 

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang hanya 

memuat secara singkat hal-hal yang termasuk larangan kawin, 

kompilasi hukum islam menjelaskannya lbih rinci dan tegas. Bahkan 

KHI dalam hal ini mengikuti sistematika fikih yang telah baku. 

Dalam hal larangan kawin dijeaskan dalam pasal: 
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Pasal 39: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria 
dengan seorang wanita disebabkan: 

1. Karena pertalian nasab: 
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang 

menurunkannya atau keturunannya. 
b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu. 
c. Dengan seorang wanita saudara yang 

melahirkannya. 
2. Karena pertalian kerabat semenda: 

a. Dengan seorang wanita yang meahirkan istrinya 
atau bekas istrinya. 

b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang 
menurunkannya. 

c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas 
istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan 
dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul. 

d. Dengan seorang wanita dengan bekas istri 
keturunannya. 

3. Karena pertalian sesusuan: 
a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya 

menurut garis lurus ke atas. 
b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya 

menurut garis lurus ke bawah. 
c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan 

kemenakan sesusuan ke bawah. 
d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek 

bibi sesusuan ke atas. 
e. Dengan anak yang disusui  oleh istrinya dan 

keturunannya. 
 

B. Masl{ah{ah Mursalah  

1. Pengertian dan dasar hukumnya 

Mas{lah{ah  berasal dari kata s{alah{a (َََصَلح) dengan 

penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari 

buruk atau rusak. Mas{lah{ah adalah mas{dar dengan arti kata s{alahu  
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yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian mas{lah{ah 

dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada 

kebaikan manusia.
39

 

Menurut Abdul Wahab Khallaf pengertian mas{lah{ah mursalah 

(kesejahteraan umum) yaitu sesuatu yang dianggap maslahat dimana syar’i 

tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahat itu, juga tidak 

terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.
40

 

Sedangkan menurut Muhammad Abu> Zahra mas{lah{ah mursalah 

adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar’i 

(dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus 

yang menunjuk tentang diakuinya atau tidaknya.
41

 

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya mas}lah}ah 

adalah ‚mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara 

tujuan syara’. (dalam menetapkan hukum). Sedangkan, tujuan syara’ dalam 

menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan 

dan harta. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan 

dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, 

karena kemaslahatan manusia tidak didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi 

sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para 

wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut 

mengandung kemaslahatan, sesuai adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini 

tidak sejalan dengan kehendak syara’; karenanya tidak dinamakan mas}lah}ah. Oleh 

                                                           
39

 Totok Jumantoro, Samsul Munir, Kamus us}u>l Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2005), 200. 
40

 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, vol. 2, terjemah Moch. Tochah Mansoer 

dan Iskandar Al-Barsani (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 126. 
41

 Muhammad Abu> Zahra, Ilmu Us}ul al-Fiqh, (Beirut: Da>r al-Fikr al-Arabi, 1987), 279. 
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sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan 

kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan 

manusia. Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut, ada 5 bentuk yaitu: 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan 

suatu perbuatan yang pada intinya memelihara kelima aspek  tujuan syara’ di atas 

, maka dinamakan mas}lah}ah. Di samping itu, upaya menolak segala bentuk 

kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ tersebut, juga 

dinamakan mas}lah}ah.42 

 

2. Macam-macam mas{lah{ah mursalah  

Dilihat dari pembagian Mas}lah}ah ini, dibedakan menjadi dua 

macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya 

a. Mas}lah}ah  dari segi tingkatannya 

1) Al-Mas}lah}ah al-d}aru>riyyah  (  ) 

  Al-mas}lah}ah al-d}aru>riyah adalah kemaslahatan yang 

menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang 

berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan 

manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia 

tersebut. Al-mas}lah}ah al-d}aru>riyah ini meliputi (1) memelihara 

agama (muh}afaz}at al-di>n), untuk memelihara agama maka 

disyariatkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani 

semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya; (2) 

                                                           
42

 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos, 1996), 114. 
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memelihara jiwa (muh}afaz}at al-nafs), untuk memelihara jiwa maka 

agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan 

bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman qis}a>s}; (3) memelihara 

keturunan (muh}afaz}at al-nasl), maka agama mengharamkan zina, 

dan bagi yang melakukannya didera; (4) memelihara harta benda 

(muh}afaz}at al-ma>l), untuk memelihara harta benda maka agama 

mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya akan diberi 

siksa; dan (5) memelihara akal muh}afaz}at al-‘aql), untuk 

memelihara akal maka agama mengharamkan minum arak 

(khamr).43
 Sementara itu, ada ulama yang memasukkan yang 

kelima, yaitu memelihara kehormatan (muh}a>faz}at al-‘ird) secara 

berdiri sendiri, sehingga menjadi yang keenam. Hanya saja bagi 

yang mencantumkan lima, maka al-‘ird dimasukkan dalam 

memelihara keturunan (nasl atau nasb)
44

dan ada yang memasukkan 

dalam memelihara jiwa (nafs) seperti Abd. Wahha>b Khallaf.
45

 al-

Juwayni>, al-Ghaza>li>, dan al-Sha>t}ibi> termasuk ulama yang 

memesukkan al-‘ird} ke dalam nasl.46 Contoh mas}lah}ah al-d}aru>riyyah 

pada mas}lah}ah mursalah yaitu pembuatan rambu-rambu lalu lintas, 

guna untuk menghindarkan diri dari kecelakaan. 
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 Ramli SA, Muqaranah Mazaib Fil Us}u>l, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 159-161. 
44

 Fa>d}il Abd al-Wah}id Abd al-Rahman, al-Anmu>dhaj fi> U}su>l al-Fiqh,  (Baghdad: Matba’at al-

Ma’arif, 1969), 248. 
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 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam..., 141. 
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 Ja>sur ‘Awdah, Fiqh al-Maqa>s}id, (Firjinia: al-Ma’had al-‘Alami> li al-Fikr al-Isla>mi>, 2008), 22. 
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2) Al-Mas}lah}ah al-h}a>jiyyah (  ) 

  Persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk 

menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi.  Apabila 

tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan 

kehidupannya. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya 

maka mas}lah}ah ini lebih rendah tingkatannya dari al-mas}lah}ah al-

d}aru>riyyah. Misalnya, menikahkan anak-anak untuk menghindarkan 

dari kesulitan.
47

 Dan diberikannya hak talak bagi suami, jika 

penyebutan talak tidak dilakukan maka akan mempersulit suami 

karena diharuskan untuk membayar mahar misl. Sedangkan contoh 

mas}lah}ah al-h}a>jiyyah dalam mas}lah}ah mursalah adalah kewajiban 

menyalakan lampu pada siang maupun malam hari guna 

menghindarkan diri dari kesulitan di jalan raya. 

3) Al-Mas}lah}ah al-tah}si>niyah  

  Mas}lah}ah ini juga bisa disebut mas}lah}ah takmi>liyah yaitu 

mas}lah}ah yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan 

budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak 

dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan 

dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. 

Namun kebutuhan tersebut  perlu dipenuhi dalam rangka memberi 
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 Wahbah al-Zuhayli, Us}u>l Fiqh Al-Islami, vol 2, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1986), 1022. 
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kesempurnaan dan keindahan dalam hidup manusia.
48

 Dalam 

mas}lah}ah mursalah contoh yang berkaitan dengan tingkatan 

mas}lah}ah al-tah}si>niyah misalnya adalah penggunaan helm 

berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) sebagai pelengkap 

dalam berkendara terutama pengendara roda dua agar tercipta 

keamanan secara tepat. 

 

b. Mas}lah}ah dilihat dari segi eksistensinya 

1) Al-Mas}lah}ah al-mu’tabarah 

  Kemaslahatan yang terdapat nas} secara tegas menjelaskan 

dan mengakui keberadaannya dan terdapat dalil untuk memelihara 

dan melindunginya. Contohnya, dalil nas} yang menunjukkan 

langsung kepada mas}lah}ah misalnya, tidak baiknya mendekati 

perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah 

penyakit.
49

 

2) Al-Mas}lah}ah al-mulghah 

  Mas}lah}ah yang berlawanan dengan ketentuan nas}. Artinya, 

mas}lah}ah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa 

ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya, 

masyarakat pada jaman sekarang lebih mengakui emansipasi wanita 

untuk menyamakan derajat dengan laki-laki dalam memperoleh 

harta warisan dan inipun dianggap sejalan dengan tujuan 
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ditetapkannya hukum waris oleh Allah swt, untuk memberikan hak 

waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku bagi laki-laki. 

Dalam hal ini, hukum Allah swt. telah jelas dan ternyata berbeda 

dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris laki-laki 

adalah dua kali lipat hak waris perempuan, sebagaimana ditegaskan 

dalam Q>S al-Nisa’(4): 11. 

3) Al-Mas}lah}ah al-mursalah 

Mas}lah}ah mursalah merupakan mas}lah}ah yang secara 

eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun 

yang menolaknya. Dengan demikian, mas}lah}ah ini merupakan 

mas}lah}ah yang sejalan dengan tujuan syara’ dan dapat dijadikan 

dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh 

manusia serta terhindar dari kemudaratan. Misalnya, pernikahan di 

bawah umur tidak dilarang dalam agama dan sah dilakukan oleh 

wali yang berwenang, namun data statistik menunjukkan bahwa 

pernikahan dibawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena 

anak yang menikah di bawah umur belum siap secara fisik maupun 

mentalnya untuk menghadapi peran dan tugas sebagai suami-istri.
50

 

 

3. Syarat-syarat dalam kehujjahan mas{lah{ah mursalah 

Untuk menetapkan apakah sesuatu itu mengandung maslahat atau 

tidak, diperlukan pendidikan yang mendalam atas kemanfaatan dari 
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kemudaratannya. Para ulama yang menjadikan hujjah mas{lah{ah mursalah, 

mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi 

pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan 

perorangan. Oleh karena itu, dibentuk syarat-syarat dalam mas{lah{ah 

mursalah sebagai metode istinbath hukum Islam, di antaranya: 

a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam 

ketentuan syari’, yang secara us{ul dan furu’nya tidak bertentangan 

dengan nas. 

b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-

bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima dengan rasionalitas 

dibandingkan dengan bidang ibadah, karena tidak diatur secara rinci 

dalam nas.
 51

 

c. Berupa maslahat yang haqiqi, bukan maslahat yang bersifat dugaan. 

Yaitu agar dapat direalisir pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan 

dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mudarat. 

d. Berupa maslahat yang umum, bukan mas{lah{ah yang bersifat khusus 

(perorangan). Yaitu agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan 

hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada 

kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudarat dari mereka, 

bukan mendatangkan keuntungan pada seseorang atau beberapa orang 

saja di antara mereka.
52
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e. Hasil maslahat merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek 

d{aru>riyyah, h{{a>jiyyah, dan tah{si>niyyah. Metode mas{lah{ah adalah sebagai 

langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek 

kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
53

 

Allah SWT berfirman dalam Alquran Surah al-H{ajj ayat 78: 

       

Artinya : ‚Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 

agama suatu kesempitan).‛ (QS. Al-H{ajj : 78).
54

 

 

Adapun Alasan yang dikemukakan jumhur ulama dalam 

menetapkan mas{lah{ah sebagai hujah dalam menetapkan hukum, sebagai 

berikut: 

a. Bahwa mas{lah{ah mursalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada 

habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai 

kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang 

dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu 

hanya berkisar atas maslahat yang diakui oleh syari’ saja, maka berarti 

telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai 

zaman dan tempat. 

b. Bahwa orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tabi’in 

dan para mujtahid, maka jadi jelas bahwa mereka telah mensyariatkan 

beberapa hukum untuk merealisir maslahat secara umum, bukan karena 
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saksi yang mengakuinya. Misalnya menetapkan hasil pajak, pembukuan 

administrasi pengadaan penjara-penjara di tahun kelaparan.
55

 

 

4. Aplikasi mas{lah{ah mursalah  dalam kehidupan 

Telah diketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu ternyata 

berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum syara’, sebagaimana firman 

Allah SWT: 

                 

 

Artinya: ‚Apa saja ayat yang kami nasakhkan atau Kami jadikan 

(manusia) lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik 

dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu 

mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.‛ (QS. Al-Ba>qarah : 106).
56

 

 

Dalam hal ini, Muhammad Rasyid Ridlo dalam tafsir al-Manar 

menginterpretasikan sebagai berikut: 

 

Artinya : ‚Sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena perbedaan 

waktu, tempat (lingkungan) dan situasi. Kalau suatu hukum 

diundangkan pada waktu sangat dibutuhkannya hukum itu, 

kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu lain, maka 

adalah suatu tindakan bijaksana menghapuskan hukum itu dan 
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menghentikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai 

dengan waktu yang belakangan (akhir) itu.
57

 

 

Dengan adanya penafsiran terhadap ayat 106 surah al-Ba>qarah di 

atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah us}u>l fiqh yaitu: 

Artinya: ‚Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, 

tempat, dan keadaan.
58 

 

Lebih lanjut Ibn Qayyim mengemukakan dalam kitab I’lam al-

Muwaqqi’i>n‛ tersebut sebagai berikut: 

‚Syariat itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, 

dan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan, dan mempunyai 

kebijaksanaan semuanya. Maka setiap maslahah yang keluar dari 

garis keadilan kepada keaniayaan, dari rahmat kepada lawannya, 

dan dari kemaslahatan kepada kerusakan, dan dari kebijaksanaan 

kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syariat 
walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.‛

59
 

 

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan 

umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan 

merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam 

menghadapi perkembangan hukum Islam. 

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (mas{lah{ah mursalah) 

sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan 

dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang 
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timbul dalam masyarakat dimana tidak diterangkan secara jelas dalam 

nas}.60
 

Keputusan dan berbagai kebijaksanaan Imam baik yang berupa 

undang-undang atau pembuatan pada berbagai fasilitas umum untuk 

kemanfaatan masyarakat itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum 

karena hal tersebut mengandung kemaslahatan bagi kemaslahatan dunia 

atau akhirat. Misalnya dalam pembentukan Bank sebagai kekuatan 

ekonomi rakyat, membentuk untuk menjaga kelangsungan dan kestabilan 

negara Islam, sehingga dengan sendirinya orang kafir tidak dapat 

memberontak terhadap keberadaan negara Islam. Dan permasalahan-

permasalahan lain yang menyangkut kebijakan Imam yang adil pada 

berbagai Pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.
61

 

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa karena kebijakan Imam 

yang mengandung kemaslahatan, maka hal itu dapat dijadikan sebagai 

landasan hukum sesuai dengan ketentuan ‚mas{lah{ah mursalah‛ dimana 

semuanya tidak terkandung secara rinci dalam Alquran. 
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